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ANALISIS URGENSI KEBUTUHAN POLICY BRIEF DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI DI INDONESIA ABSTRAK

ABSTRAK

Naskah akademik bukan hanya syarat formal, tetapi juga menjadi acuan
kebijakan. Namun, tidak semua produk hukum di Indonesia diwajibkan menggunakan
naskah akademik. peraturan bupati sebagai salah satu peraturan kepala daerah tidak
memiliki kewajiban tersebut. Peraturan bupati yang dapat diterbitkan tanpa kajian
akademis, menjadikan peraturan bupati rentan tumpang tindih dengan regulasi lain dan
berisiko menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dan membuka ruang bagi
lahirnya regulasi yang lemah dari sisi akademis.

Metode penelitian yang diterapkan yaitu penelitian hukum normatif melalui
pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian mengungkap bahwa
policy brief memiliki urgensi yang signifikan dalam sistem pembentukan peraturan
bupati di Indonesia karena mampu menjembatani kesenjangan antara penelitian
ilmiah, proses pengambilan keputusan hukum dan menjadi media efektif untuk
mentransformasikan hasil kajian empiris menjadi rekomendasi kebijakan yang praktis
dan aplikatif. Melalui pendekatan berbasis bukti, policy brief memperkuat rasionalitas
setiap keputusan hukum di tingkat daerah. Policy brief menjamin agar produk hukum
kepala daerah tetap berakar pada pertimbangan ilmiah yang objektif.

Perbandingan antara policy brief dan naskah akademik menunjukkan bahwa
keduanya memiliki fungsi yang saling melengkapi. Naskah akademik berperan
memberikan legitimasi hukum dan struktur argumentatif yang lengkap, sedangkan
policy brief memberikan dimensi praktis dalam penerjemahan data menjadi kebijakan
konkret. Kombinasi keduanya dapat meningkatkan kualitas substansi dan efektivitas
pelaksanaan peraturan daerah maupun peraturan bupati.

Kata Kunci: Policy Brief, Naskah Akademik, Peraturan Kepala Daerah,
Peraturan Perundang-undangan
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